BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ICRC “International Committee of the Red Cross” atau Komite
Internasional Palang Merah merupakan salah satu organisasi internasional
yang bergerak di bidang kemanusiaan yang didirikan pada tahun 1863 atas
prakarsa Henry Dunant. ICRC yang keanggotaannya bersifat individu
merupakan salah satu dari tiga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional, di mana ICRC telah diberikan mandat oleh negara-negara
peserta Konvensi-konvensi Jenewa untuk mengawal Hukum Humaniter
Internasional yang berdasarkan pada Konvensi Den Haag (1907) dan
Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 dan
Statuta Gerakan'. ICRC memiliki kewajiban untuk tetjun langsung ke medan
perang ataupun konflik guna menjalankan tugas-tugas sosial sebagai bukti

penghormatan ICRC atas hukum tersebut.
Dapat dikatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah
seperangkat norma-norma yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk

membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum Humaniter

lAdapun tiga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional falah Imternational
Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite internasional Paleng Merah yang dibentuk pada
tahun 1863, Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta The International
Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi Internassional
Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang didirikan pada tahun 1919,
Sumber: Ambarawati, dkk. (2009). Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan
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Internasional tidak bertujuan untuk melarang adanya perang maupun konflik,
namun di sini Hukum Humaniter Intemasional mencoba agar ketika terjadi
perang dan konflik, perang dan konflik tersebut dapat dilakukan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan adanya mandat ini,
ICRC berhak dan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan
termasuk mengunjungi para tahanan di penjara dan memastikan bahwa setiap
tahanan diperlakukan dengan manusiawi dan bermartabat.

Berlakunya Hukum Humaniter Internasional tidak didasari oleh
sebab maupun tujuan dari perang melainkan dari sifat tindakan perang itu
sendiri. Dalam kasus terorisme misalnya, Hukum Humaniter Internasional
bisa berlaku apabila negara dalam melawan terorisme mengerahkan angkatan
bersenjata untuk melakukan perang.” Hal inilah yang terjadi ketika Amerika
Serikat dan negara sekutu lainnya mengerahkan ribuan personil militernya
dalam rangka perang melawan terorisme dengan melakukan invansi militer di
Afganistan pada Oktober 2001 yang lalu.

Selama perang terjadi ratusan orang menjadi tahanan tentara sekutu
yakni orang-orang yang diduga merupakan anggota jaringan teroris Al-Qaeda
dan anggota Taliban, yang diyakini merupakan orang-orang mempunyai
hubungan dan mengetahui informasi mengenai keberadaan Osama Bin Laden.

Jumlah tahanan yang banyak tersebut tidak memungkinkan pemerintah
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Serikat membangun sebuah penjara yang dikhususkan untuk menampung
mereka yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai teroris.

Penjara Guantanamo merupakan sebuah penjara milik Pemerintah
Amerika Serikat yang berada dibawah misi Joint Task Force Guantamo.
Penjara yang terletak di pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk
Guantanamo, Kuba, mulai beroperasi pada tanggal 11 Januari 2002. Penjara
tersebut bisa menampung sckitar 800 orang tahanan. Saat ini Kamp
Penahanan Guantanamo menampung para tahanan yang berasal dari anggota
Al-Qaeda dan pasukan Taliban yang kini sedang diburu Amerika Serikat di
seluruh penjuru dunia.

Penanganan terhadap para tahanan di Kamp Penahanan Guantanamo
oleh pemerintah Amerika Serikat telah menyedot perhatian masyarakat
internasional. Hal ini dapat terjadi karena telah banyak informasi yang
menyebutkan bahwa perlakuan para tahanan di penjara ini sangat buruk,
melanggar Hukum Humaniter Internasional serta melanggar hak asasi
manusia. Perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintah Amerika Serikat
terhadap tahanan sudah dimulai sebelum mereka dimasukkan ke penjara
tersebut, karena sebenarnya para tahanan tersebut belum dinyatakan bersalah
di hadapan pengadilan dan belum mendapatkan proses pengadilan dan belum
pemah dituntut atas tindakan kriminal apapun. Pemerintah Amerika Serikat
sendiri telah menyatakan bahwa para tahanan bisa ditahan tanpa tuduhan

hingga waktu yang tak terbatas.’
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Dari hal ini saja jelas telah terjadi pelanggaran hukum internasional
karena dalam Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia PBB secara tegas
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan proses pengadilan

sebelum dinyatakan bersalah, seperti yang tertera didalam teks di bawah ini:

Article 6: Everyone has the right to recognition everywhere as a person
before the law. *

Artice 10: Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by
an independent and impartial tribunal, in the determination of his
rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Yang terjadi di Kamp Penahanan Guantanamo, tidak hanya

pelanggaran terhadap Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia PBB
melainkan juga pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.
Setiap tahanan haruslah diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai manusia, namun apa yang terjadi di Kamp Penahanan
Guantanamo tidakiah demikian. Para tahanan mengalami pelecehan seksual,
pelecehan agama dan budaya, serta tindakan medis yang tidak semestinya.
Termasuk tindakan kejam pada saat proses interogasi, seperti para tahanan
harus menjalani kurungan isolasi ditempatkan di subu ekstrim. atapun
dipaksa berada dalam posisi tertentu yang menyiksa mereka, dan tindakan

nonmanusiawi lainnya.®

4 Teks ini terdapat dalam mukadimah dekralasi universal hak esasi manusia PBB artikel 6 yang
artinya, “Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.” Sumber:
The universal declaration of human right Diakses pada: 20 Juli 2011. URL:
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

5 Teks ini terdapat dalam mukadimah dekralasi universal hak asasi manusia PBB artikel 10 yang
artinya, "Setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh atas pemeriksaan yang adil dan
terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan hak dan kewajiban
dan setiap tuduhan pidana terhadapnya.” Sumber: The universal declaration of human right.

Diakses pada: 20 Juli 2011. URL: hitp://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

e TW o o1



Dalam koran “The New York Times” pada edisi 30 November 2004
dimuat berita mengenai temuan penyiksaan terhadap para tahanan di
Guantanamo oleh petugas ICRC, setelah adanya kebocoran laporan
konfidensial mengenai hasil kunjungan dari ICRC di Kamp Penahanan
Guantanamo.” Presiden Bush telah mengakui bahwa pihaknya menggunakan
teknik waterboarding kepada beberapa tahanan tertentu dalam proses
interogasi. Di antara tahanan AS yang menjalani teknik interogasi
waterboarding, antara lain ialah Zainal al-Abidin Muhammad Husain atau
Abu Zubaidah dan Khalid Shekh Muhammed. Keduanya, yang diduga
menjadi otak serangan 11 September 2001, mendapat penyiksaan
waterboarding sebanyak 266 kali selama masa tahanan 2002-2003. ®

Dari data-data yang telah disebutkan di atas terlihat adanya
perlakuan buruk, termasuk pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional
yang mengatur mengenai perlakuan para tahanan. Pemerintahan presiden
George W. Bush beranggapan para tahanan yang dibawa ke Guantanamo
dalam pertempuran Amerika Serikat melawan Afganistan tidak dianggap
sebagai tahanan perang. Walaupun begitu tetap saja perlakukan yang
dilakukan oleh para tentara AS di Kamp Penahanan Guantanamo tidak dapat

dibenarkan karena secara jelas telah melecehkan harkat dan martabat para

7 A, Lewis. (30 November 2004). Red Cross finds detainee abuse in Guantamo. Di akses pada 20
September 2011, URL: www.nytimes.com/2004/11/30/politics/30gitmo.hymI?_r=1

8 Seruan Penahanan terhadap George W Bush. (13 Oktober 2011). Diakses pada 11 November
2011. URL:
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tahanan dan bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat itu sendiri dan
hukum internasional lainnya yang mengikat.

ICRC telah menaruh perhatian kepada nasib tahanan Guantanamo
semenjak Kamp Penahanan tersebut beroperasi pada Januari 2002 dan
berbagai bantuanpun telah ICRC berikan kepada tahanan. Meskipun ICRC
telah lama menaruh perhatiaannya terhadap tahanan Guantanamo tak lantas
membuat kondisi tahanan menjadi lebih baik karena hingga tahun 2011 ini
sudah delapan orang tahanan meninggal di Kamp Penahanan Guantanamo
dan tindakan-tindakan penyiksaanpun masih ditemukan.

Maka menarik untuk mencermati mengapa ICRC yang seharusnya
berkewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap kehidupan,
martabat, dan kesejahteraan mental ataupun fisik para korban konflik
bersenjata dan situasi kekerasan lainnya tidak bisa berbuat banyak untuk
menghentikan perlakuan buruk yang diterima oleh tahanan Guantanamo.
Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut
dan memilih judul “Kegagalan ICRC Dalam Implementasi Hukum Humaniter

Internasional di Kamp Penahanan Guantanamo Tahun 2002-2011".

. Rumusan Masalah

Dari penulisan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

penulis menemukan sebuah pokok permasalahan, yaitu:
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C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai

oleh penulis, adapun tujuannya ialah sebagai berikut:

1.

Mengetahui seberapa jauh peran ICRC dalam mengawal keberlangsungan
Hukum Humaniter Internasional terutama dalam kasus Kamp Penahanan
Guantanamo.

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ICRC gagal dalam
memastikan keselamatan para tahanan di Kamp Penahanan Guantanamo.
Menerapkan teori, konsep serta bahan ajar lainnya yang didapat penulis
selama mengikuti bangku perkuliahan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah.
Memperkaya kajian studi hubungan internasional.

Secara khusus, penulisan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

1.

Power

Konsep power merupakan konsep yang sering digunakan dalam
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dikatakan sebagai unsur utama dalam politik. Hans J.Morgenthau

mendefinisikan power sebagai berikut:’

Bisa terdiri dari apa yang menciptakan dan mempertahankan
pengendalian seseorang aatas orang lain (dan itu) meliputi semua
hubungan social yang mendukung tujuan (pengendalian itu), mulai dari
kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang
dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.

Tak jaubh berbeda dengan definisi power oleh Morgenthau,
Couloumbis dan Wolfe mendefinisikan power sebagai apa-apa saja yang
bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap
aktor B. Disebutkan juga bahwa power memiliki tiga unsur penting yang
terlihat dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 Unsur-unsur Power

Power

Authority| |Influence Force

Sumber; Morgenthau, Hans J. Politic Among Nation, dikutip dalam Mas’oed, Mohtar.

(1990). lmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

Authority atau wewenang adalah sikap tunduk sukarela dari aktor
B yang bisa berupa arahan atau nasihat maupun perintah.'® Influence atau
pengaruh diartikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi yang dalam hal

ini tanpa menggunakan kekerasan oleh aktor A agar perilaku aktor B

® Hans JMorgenthau, dikutip dalam, Mas’oed, Mohtar. (1990). fimu Hubungan
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sesuai dengan keinginan aktor A. Sedangkan Force atau daya paksa
dimaknai sebagai ancaman ekplisit atau penggunaan kekuatan militer,
ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B untuk
tercapainya tujuan politik.

. Organisasi Internasional

Organisasi internasional ialah organisasi yang dibuat olch
masyarakat internasional secara sukarela berdasarkan suatu perjanjian
tertentu dan memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Dalam artian lain
organisasi internasional merupakan organisasi yang pelaku dan geraknya
melintasi batas negara, memiliki regulasi aturan yang harus dipenuhi dan
dilaksanakan oleh anggotanya.

Dewasa ini, organisasi internasional dapat diklasifikasikan
menjadi dua jenis berdasarkan kegiatan administrasinya, yaitu
International Govermental Organizations (IGOs) atau organisasi
internasional antar pemerintah dan Imfernational Non-Govermental
Organizations (INGOs) atau organisasi internasional non-pemerintah.
Organisasi internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:"’

a. Merupakan organisasi permanen yang menjalankan suatu kesatuan
fungsi;
b. Keanggotaannya bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang memenuthi

syarat;
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c. Terdapat instrumen pokok yang menjelaskan tentang tujuan,
struktur, dan metode operasional;

d. Terdapat badan yang menjadi perwakilan dari semua anggota;

¢. Adanya kesckretariatan permanen untuk menjalankan kegiatan-
kegiatan administratif, penelitian, dan fungsi informasi secara
berkesinambungan.

Organisasi internasional sebagai salah satu bentuk kerjasama dari
masyarakat internasional baik itu negara-bangsa maupun individu
memainkan peranan yang cukup penting dalam hubungan internasional.
Dalam hal menjaga perdamaian ataupun mencegah terjadinya konflik, kini
bukan lagi tanggung jawab negara semata melainkan juga tanggung jawab
organisasi internasional. Setiap organisasi internasional memainkan
fungsinya masing-masing sesuai dengan tujuan dan landasan organisasi
yang ingin dicapainya. Harold K. Jacobson mengkategorikan fungsi
organisasi internasional menjadi 5 pokok, seperti:'2
a. Fungsi informasi yang di dalamnya terdapat pengumpulan, analisa,

pertukaran serta desiminasi data dan informasi;.
b. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu

norma standar. Fungsi ini tidak mengikat secara hukum, hanya sebatas
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c. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi
normatif namun lebih mengikat secara hukum seperti adanya ratifikasi
dari anggotanya;

d. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan di mana dalam hal ini
organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan
menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran
peraturan. Fungsi ini memerlukan beberapa step dalam
pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat
dari pelanggaraan yang terjadi kemudian di wverifikasi untuk
pemberian sanksi. Hal ini dilakukan untuk menjamin penegakan
berlakunya peraturan oleh para aktor internasional;

e. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

E. Aplikasi Teori

ICRC menempati tempat tersendiri dalam hukum internasional. Hal
ini dikarenakan ICRC yang melatarbelakangi terciptanya Konvensi-konvensi
Jenewa yang kemudian menjadi bagian dari Hukum Humaniter Internasional.
Negara-negara di dunia telah member tanggung jawab kepada ICRC untuk
memantau pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional. Sebagai pemelihara
dari hukum tersebut, ICRC mengambil langkah-langkah untuk memastikan
bahwa semua ketentvan dalam Hukum Humaniter Internasional dipatuhi

sebagai wujud penghormatan atas hukum tersebut. Sesuai dengan ketentuan
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memberikan perlindungan terhadap korban konflik yang salah satunya ialah
tahanan perang.

Apabila kita melihat permasalahan yang terjadi di Kamp Penahanan
Guantanamo dari perspektif power, maka akan ditemukan penyebab
kegagalan ICRC dikarenakan ICRC tidak memiliki tiga elemen power yang
dapat membuat suatu pihak tunduk dan mau mengikuti arahan dari ICRC.
Tidak memiliki power yang kuat membuat ICRC tidak dapat berbuat banyak
dalam memberikan perlindungan terhadap tahanan. Sehingga ICRC tidak
dapat menekan pemerintah Amerika Serikat agar mau bertanggung jawab dan
memperhatikan nasib tahanan Guantanamo dengan lebih baik serta memenuhi
hak-hak tahanan.

Dalam kaitannya dengan fungsi organisasi yang disusun oleh
Harold K. Jacobson, ICRC yang digolongkan sebagai sebagai organisasi
internasional mempunyai lima fungsi utama yang harus dilakukan, seperti:

1. Fungsi informasi: ICRC haruslah menyediakan data-data atau informasi
yang akurat untuk menunjang misi kemanusiaan yang dijalankannya
termasuk menyelenggarakan seminar pengenalan hukum humaniter
internasional sebagai salah satu bentuk penyebaran informasi;

2. Fungsi normatif: Dalam fungsi ini, ICRC menyebarkan nilai-nilai
ke;nanusiaan, yang menyatakan dalam kondisi seperti apapun

penghormatan akan martabat manusia harus tetap diutamakan sehingga
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F. Hipotesa
ICRC scbagai lembaga kemanusiaan yang diberi mandat untuk
mengawal Hukum Humaniter Internasional yang salah satunya berkewajiban
dalam menjamin keselamatan dan memastikan setiap tahanan diperlakukan
sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Namun dalam kasus Kamp
Penahanan Guantanamo, ICRC dinilai gagal dalam melaksanakan
kewajibannya tersebut dikarenakan:
1. Pertama, adanya kebijakan internal organisasi ICRC sendiri yang
masih belum mampu menampakkan peran dalam pelaksanaan
Hukum Humaniter Internasional.
2. Kedua, ICRC tidak memiliki power yang cukup kuat untuk

melawan Amerika Serikat sebagai negara penahan.

G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam karya tulis ini meliputi bantuan yang telah
diberikan oleh ICRC terhadap para tahanan sesuai dengan Hukum Humaniter
Internasional dan keadaan para tahanan itu sendiri selama berada di Kamp
Penahanan Guantanamo, yaitu selama rentang waktu tahun 2002 (tahun
dimana Kamp Penahanan Guantanamo mulai beropersi secara resmi sebagai
penjara yang dikhususkan untuk menampung para tahanan yang disebut oleh
Amerika Serikat sebagai para teroris) - sampai dengan tahun 2011. Dan juga

dalam penelitian ini mencangkup kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan panduan bagi peneliti mengenai
bagaimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
metode penelitian yang bersifat ekplanasi kualitatif dengan tujuan penelitan
yang berupa eksplanasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan
metodologi pengumpulan mengunakan analisis konten, dengan pengumpulan
data vang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, ‘Website’ internet dan

media massa seperti koran serta majalah yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibagi dalam lima bab dan secara garis besar
dibawah ini diuraikan dengan singkat mengenai sistematika penulisannya
adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pengantar atau pendahuluan, yang berisikan
tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kerangka pemikiran, aplikasi teori, hipotesis, batasan
penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab dua akan membahas mengenai peranan ICRC dalam
memberikan bantuan dan perlindungan terhadap para tahanan, yang
didalamnya akan memaparkan sejarah berdirinya ICRC serta perkembangan
kegiatan ICRC di kamp penahanan dari waktu ke waktu, sumber hukum yang

menjadi landasan kerja ICRC serta hubungan ICRC dengan lembaga
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Bab tiga ini akan menjabarkan mengenai kehidupan para tahnanan
yang berada di Kamp Penahanan Guantanamo, yang dimulai dari bantuan
yang telah diberikan oleh ICRC selama ini, lalu gambaran umum mengenai
Kamp Penahanan Guantanamo itu sendiri yang termasuk didalamnya latar
belakang historis berdirinya Kamp Penahanan Guantanamo, kondisi para
tahanan dan sejumiah temuan perlakuan buruk yang dialami oleh tahanan.

Bab empat ini akan menjelaskan mengapa ICRC tidak bisa berbuat
banyak untuk melindungi tahanan sehingga banyak kasus perlakuan buruk (il
treatment) terjadi dan di alami oleh tahanan di Kamp Penahanan Guantanamo
yang berujung pada kegagalan ICRC untuk menekan Pemerintah Amerika
Serikat untuk bertanggung jawab.

Bab lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
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